
SALINAN

PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN BALANGAN
NOIVIOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

c.

Mengingat 1.

b.

BUPATI BALANGAN'

bahwa usaha Penjualan makanan dan
minuman berbentuk Restoran dan sejenisnya

terus meningkat jumlahnya dan pembayaran

atas pembei-ian makanan dan minuman di

Restoran perlu dikenakan kewajiban paja-k

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

dan pencrpu.i.t pemerataan pembangunan di
daerah;

bahwa dengan diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah

berwenang melakukan pemungutan pajak

kepada Restoran dan sejenisnYa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, Perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak

Restoran;

Undang-Und.ang Nomor 2 Tahun 2OA3 tentang

Pembeitukan f.abupaten Tanah Bumbu dan

Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembarai Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4265\;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriitahan Daerah (Lembaran Negara

n"p"Ufif. indonesia Tahun 2OA4 Nomor I25'
Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 4437\ sebagaimana telah

teb.rapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peru!1han
Kedua Atas UndanyUndang Nomor 32 Tahun

2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a8a4);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
L26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa38);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OA9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tamtahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 50a9);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Al1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang*Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
zOlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523a\;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7

Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor

a737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7

Tentang Organisasi Perangkat r)aerah

(Lembaian Ne[ara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor aTal);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O10

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2OlONomorllg'Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5 i6i);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53

Tahun zALl tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Birita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 69a);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor

02 Tahun 2008 tentang Umsan Pemerintah
yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah



1i.

Kabupaten Balangan (Lemb^aran Daerah

f<"Urb"t"n Balangatt Tahun 2OO8 Nomor 02'

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan Nomor 43);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor

03 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Ka6upaten Balangan (Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03'

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 441, sebagaimana- telah

diubaf,, terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Balangan Nomot 18 Tahun 2011

tentang Perubahin Atas Peraturan Daerah

XrUrpit.t Balangan Nomor 3 Tahun 2OO8

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata

Kerja ierangkat Daerah Kabupaten Balangan

(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun

201O Nomor O9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor

10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daeiah Kabupaten Balangan Tahun 2009

Nomor 10, lambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Nomor 55)'

12.

MenetaPkan :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA}I
I(ABUPATPN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSI{AN

PERATURAN
RESTORAN.

DAERAH TENTANG PAJAK

BAB I
KETENTUAI{ UMUII,I

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

i. Daerah adalah Kabupaten Balangan'

2. pemerintah D."rrrr aa*ar, pe*eiintah Kabupaten Balangan'

;. g"p"ti adalah Bupati Kabupaten Balangan'

4.DewanPerwakilanRakyatDaerahadalahDewanPerwakilanRakyat
Daerah KabuPaten Baiangan'



5. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan

daerah sesuai dengan peraturan pe.trtd"ng-undangan yang berlaku'

6. penyidik Pegawai freg..i Sipil yang selanjutlYa disebut dengan PPNS

adalah eenJriaif Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ralangan yang

bertugas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku'
7. badan adatafr sekirmpulan orang atau modal yang merupakan suatu

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
perseroan tlirrnyu", Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan

nama dan bentuk apapun dan bentuk lainnya'
8'PajakRestoranyangselanjutnya-'disebutPajakadalah

pungutan daerah Lt"* pelayanan yang disediakan oleh restoran dan

sejenisnYa. 1 ,g. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman

dengan dipungut bayat",, y"'g mencakup juga Cafe' Bar' Bakery'

Rumah Makai, Jasa eogaiC"t.ring, Jamuan Makanan Hotel, Puja

Sera, Pondok Lesehan, Depot, warung Makan, Warung Makan Kaki

Lima dan atau usaha iain yang sejenis, dikecualikan dengan

ketentuan Peraturan daerah ini'
10. cafe adalah penyed.ia makanan dan/atau minuman dengan disertai

Iayanan tempat yang nyaman untuk bersantai dan disajikan hiburan

atau sarana'online laringan telekomunikasi bagi pengunjungnya dan

dipungutpembayaranatasmakanandanminumanyangnilainya
sudah termasuk sarana yang disediakan'

1 1. Bar adalah Restaurant yan; terdapat didalam suatu hotel' diskotik

atau tempat Uu"rrgunan sejenlsnya yang skala penyajian makanan dan

minumanrry* U"it k caslal (ringkas untuk disajikan) dan dipungut

pembaYaran makanan dan minuman'
12. Bakery adalah suatu tempat atau bangunan yang memprgduksi dan

menjual berbagai macarll makanan yang diolah dari bahan utama

g*rrir* dengan hasil penyajian dalam bentuk Roti dan jenis-jenisnya

iermasuk peijualan berbagai macam minuman pelengkap'

13. Rumah Makan adalah suatu tempat untuk menyantap makanan dan

minuman ,""g disediakan dengan konsep formil dan dipungut

pembayaran atas makanan dan minuman'
14. Jasa Boga/catering adalah tempat memproduksi makanan dan

minuman yang dib[at berdasarkan pesanan dari konsumen untuk

diserahka" p"'a" waktu dan tempat yang diinginkan konsumen

denganhargayangtelahdisepakatikeduabelahpihak'
15. Jamuan Vi"t ^rr"* Hotel *dd^f, makanan dan minuman yang

disediakan hotel untuk jamuan pertemuan atau acara resmi yang

telah d.isepakati menu hidangannya berdasarkan tarif yang ditentukan

oleh Hotel untuk dibayar oieh penyelenggara pertemuan atau acara

resmi lainnYa.
L6. Fuja Sera LAdnf, ruangan atau bangunan dengan bentuk terpisah-

pisah berad.a dalam satu tempat uituk menyantap makanan dan

minuman yang dipungut pembayaran dengan penyajian menu yang

berbeda-bedaolehbeberapapedagangyangmembentukperkumpulan
dan atau diwadahi oleh satl *ut "J.*en 

usaha penyediaan tempat

untuk berd'agang makanan dan minuman'
17. pond.ok Lesehan adalah l"-pat atau bangunan pondok kecil-kecil

yang disediakan untuk menylntap makan"i -dT^1,1:man 
dengan

karakter ri"* dan atau disediakarlnya tempat pemancingan ikan atau
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hanya koiam yang berisi ikan untuk d'aya tarik dan tempat rekreasi

pengunjung dan itau seb"g"i *""' *Lk"ttan yang disajikan bagi

p."[r"3rrng yang dikenakan pembayaran' 
-'-^-.^"^ r^-

18. b.p"ot Lauf.f, iempat untuk menyantap makanan dan minuman

dengan sajian "r&u' 
pilihan *uk"'at' dan minuman yang telah

dituliskanataudibuatkandaftarnyadandipungutpembayaran
makanan dan minuman'

19. Warung Makan adalah suatu tempat untuk menyantap makanan dan

minuman yang berkarakter sedeihana baik dalam bentuk penyajian

maupun tempatnya dan dipungut pembayaran makanan dan

minuman Yang telah disajikan'
20, Warung vrakan Kaki Lima adalah tempat menyantap makanan dan

minumanv""gberad.adikakilimadandipungut-pembayaran
makanan dan 

*rninr-rman 
dan bentuk tempat yang tfd{- permanen'

didirikan atau diadakan pada waktu tertentu oleh pemilik dagangan'

2l.SubjekPajakadalahorangpribadiatauBadanyangdapatdikenakan
Pajak.

22,WajibPajakadalahorangpribadiatauBadan,meliputipembayar
pajak, p.*otorrg pajak, dL"-pt*ungut- pajak' yang memplrnyai hak

dan kewajiban" peipajaican 
- 
sesuai dengan ketentuan peraturan

perundanglundangan perpaj akan daerah'

23. Masa Pajak adalah jangka *rt tr, 1 (satu) Lrulan kalender atau jangka

waktu f^i, Var,S dialuri..rgu., Peraturan Kepala Dagrllr P]iing lama 3

(tiga) bulan kJender, y"t'g *tnja{i dasar bagi Wajib Pajak untuk

*I.rgftit ng, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang'

24. Tahun pajak adalah jangka *.kt, yang lamanya 1 (satu) tahun

kalender, kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang

tidak sama dengan tahun kalender'
25. Pajak yang i".r?""g adalah pajak yTq harus dibayar pada suatu saat'

daram Masa pajak, dalam t"ir"" p{ak, atau dalam Bagian Tahun

pajak sesuai i.rrg.r, ketentuan peraturan perundang-undangan

perPajakan daerah'
26.Pemungutanadalahsuaturangkaiankegiatanmulaidari

penghimprr.r*r, data objek dan subJek pajak' pen'entuan besarnya

pajak yang terutang sampai kegiatan p"t'"gih"n pajak kepada Wajib

Fajak serta pengawasan penyetorannya'

27. Surat pemberitahuan pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD

adalah surat yang oleh WajiU f.1"t dfrunakan untuk melaporkan

penghitungan dan/atau pembayaian pajak' objek pAiak dan/atau

bukan objek pajak, dan/atau irarta d*t t "*ajiban 
sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpaj lkT da9lah

2g. Surat Setoran pajak n".r"f., VI.rg s"t*ilutnya,disl"g5"t SSPD adalah

bukti pembayaran atau p""y.ig.1it p4jakyang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir ata,i teUfr ditai<ut<r.., d.engan cara lain ke kas

daerahmelaluitempatpembayaranyangditunjukolehBupati'
29. surat Ketetapan pajak D;;; yl.i selanjutnya disingkat SKPD

adalah surat ketetapan pajak yang menen[ukan besarnya jumlah

Pokok Pajak Yang terutang-'

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya

disingkat srpnxr adalah surat ketetapan p*j*t .yang menentukan

besarnya jumlah pokok 
-p"j"r., jumlah'kredit pajak, jumlah

kekurangan pembayaran O"fi# n":*f, b."^rnya sanksi administratif'

dan jumi=ah pajak yang masih harus dibayar'
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3i.

32.

surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang

*"i*r.j.rt"ya disingt.i srpoKBT adalah surat ketetapan p_ajak yang

menentukan tamf,ahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan'

Surat Ketetapan Pajak DaLrah Nif,i, y"rg selanjutnya -disingkat
SKPDN adaiah surat ketetapan pajak yanS menentukan jumlah pokok

pajak sama u"*^.rry" dengan .lumrair t<riait pajak atau pajak tidak

i"*t.t g dan tidak ada kredit pajak'
Surat Ketetapan Pajak nalraft Lebih Bayar, yang selanjutnya

disingkat SXpplm adalah surat ketetapan .p"j?k yang menentukan
j.r*ii'f. kelebihan pembayaran pajak kaiena jumlah kredit pajak lebih

t"**, daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang'

Surat Tagihan Pajak Daerah, yangfselanjutnya disingkat STPD adalah

surat untuk melikukan tagihan lajak dan/atau sanksi administratif

beruPa bunga dan/atau denda'
gS. Surat Kepitusan Pembetulan adalah surat keputusan yang

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan

dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan -perundang-
undangan lirpajakan daerah yang terdapat daiam Surat

pemberitahr"r, iri"k Terutang, surat Ketetapan Pajak ?3:.?h, surat

Ketetapan Pqiak Daerah Kurafrg Bayar, Surai Ketetapan Pajak Daerah

Kurang eaya"r Tambahan, sura"t Ketetapan Pajak Daerah Nihil' surat

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan -P^J.l. 
Daerah,

Suratt<eputu"sanPembetulan,atausuratKeputusanKeberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan 

-atas 
keberatan

terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak

Daerah, surat Ketetapan rqat Daerah Kurang Bayar, surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Tambahan, surat Ketetapan

pajak Daerah" Nihil, Surat Ketetipan Pajak Daerah Lebih Bayar' atau

terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang

diajukan oleh Wajib Pajak'
37. Putusan Banding adalah putusan badan perad'ilan pajak atas banding

terhadap surat Keputusan rieuer"tan yang diajukan oleh,wajib Pajak'

3g. pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara

teratur .rrri.rt mengumprli.r, daia dan informasi keuangan yang

meliputi harta, kewajiban, *oaa, penghasilan dan biaya, serta jumlah

harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa ' Yafr1 ditutup

denganmenyusunlaporankeuanganberupaneracadanlaporanlaba
rugi"untuk periode Tahun Pajak tersebut'

33,

34.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PA"',AK

Pasal 2

Dengan nama pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang

disediakan Restoran meliputi penjlalJr.tt'*tt"nan dan/atau minuman

yang dikonsumsi oleh p.mtefl, baik dikonsumsi ditempat pelayanan

mauPun di temPat lain'

Pasal 3

(1)objekPajakRestoranadalahpelayananyangdisediakanRestoran.
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(2)

(3)

Pelayananyangdisediakanrestoransebagaimanldimaksudpadaayat
(1) meliputi pefayanan penjuaian makdl Oil f aLau minuman yang

d.ikonsumsi or"i*'fr*["ii- u"il. dikonsumsi ditempat pelayanan

maupun ditemPat lain'

Tidaktermasukobjekpajaksebagaimarradimaksudpadaayat(1)
pasal ini adaiah pelayan^, y""g"Ji?"ai"rt"n oleh Restoran yang nilai

penjualannya dibawah atau "a'*a 
dengan Rp' 15'840'000'- (Lima

beiasjutadeiapanratusempatpuluh.lu.,rupiah)dalarnl(satu}
tahun.

(1)

(21

Subjek Pajak adalah
dan/atau minuman

Wajib Pajak adalah
Restoran.

Pasal 4

orang pribadi atau badan
dari Restoran.

yang membeii makanan

orang pribadi atau badan yang mengusahakan

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang

diterima atali yang seharusnya diterima Restoran'

BesarantarifpajakRestoranadalahl0%(sepuluhpersen)darihasil
penjualan.

(1)

(2\

Besaran Pokok
mengalikan tarif
Dasar Pengenaan

BAB TV

CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

pajak Restoran yang terutang adalah dengan cara

pajak sebagaim","t JT*^ksud Pasal 5 ayat (2) dengan

F"j"f. Seba{aimana dimaksud Pasal 5 ayat (1)'

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak yang terutang dipungut diwilayah daerah

BAB VI
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK

Pasal 8

tempat Restoran berlokasi'

TERHUTANG

MasaPajakadalahjangkawaktul(satu)--bulankalenderataujangka
waktu lain yang diatur dengan i"r"r,rr"" Kepala Daerah paling lama 3
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(tiga) bulan kalender,
menghitung, menYetor,

dasar bagi Wajib Pajak untuk
pajak yang terutang.

yang menjadi
dan melaporkan

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi
diberikan.

pada saat PelaYanan restoran

BAB VII
PEMBUKUAN/PENCATATAN

DAI{ PEMERIKSAAN PEMBUKUAN

(1)

t2\

(1)

(2)

Pasal LO

wajib pajak Restoran yang memenuhi kriteria tertentu wajib

menyelenggarakan pembukuan atau Pencatatan'

Kriteria wajib Pajak dan penentuan besaran amzet serta tata cara

pembukuan atau- pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

di"t,rt dengan Peraturan BuPati.

Pasal 11

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

p"ri."rrrrt u. kivajiban perpajakan daerah dalam rangka

melaksanakan peratlran perundan g-undan gan perpaj akan'

Wajib pajak Yang diPeriksa wajib :

a,memperlihatkandanmeminjamkan-dokumentatalaksana
pembuku*, y*rg menjad'i daiarnya dan dokumen lain yang

Lerhubungan dengan objek pajak terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan

yang dianggap p".t., dan memberi bantuan untuk kelancaran

pemeriksaan;

c. memberikan keterangan yang diperlukan'

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur

dengan Peraturan BuPati.

BAB VIII
PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD'

SPTPD harus diisi dengan jelas, klenar, dan lengkap serta

ditandatanganioter,w4iup-,"j'l.atauberdasarkanadanyakuasa.

spTpD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan

kepada Bupati selambat-lambatny" iS (iimabelas) hari kerja setelah

berakhirnYa masa Pajak'

(3)

(1)

12)

(3)



(4) Bentuk,
BuPati.

dan tatacara mengisi SPTPD diatur dengan Peraturan

Pasal 13

wajib pajak yang membayar sendiri sPrPD sebagaimana dimaksud dalam

pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitun[, memperhitungkan dan

menetapkan pajak sendiri yang terutang'

BAB D(
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 14

Pemungutan pajak dilarang diborongkan'

wajibpajakyangmemenuttitewajiban-perpajakansendiridibayar
dengan *..,gg',rr.it a, SPTPD' SKPDkB, d'anf atau SKPDKBT'

(1)

(2)

(1)

Pasal 15

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat

Bupati daPat menerbitkan :

terutangnYa Pajak,

a. SKPDKB dalam hal : 
'^.i.jikaberd.asarkanhasilpemeriksaanatauketeranganlain,

pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar'

2.jikaSPTPDtidakd'isampaikankepadaBupatidalamjangka
waktu yan; Jii""t"f."n dalam p.r"tlr^, daerah ini dan seteiah

ditegur "i*ra 
tertulis tidalr disampaikan pada waktunya

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran'

3' jika r..*41u,, mengisi .SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang

ierutang dihitung secara jabatan'

b. *K,DKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak

yang t"r.rt*tig ,** Lt"y"u^bkan plnambahan jumlah pajak

pajak yang terutang sama besarnya dengan
';;;'paj;k tidak lerutang dan tidak ada

12\ Jumlah kekurangan paja! yang terutang d-alam SKPDKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (r1 huru? a angka 1) dan angka 2) dikenakan

sanksi administratif berup.-u*rg. *Ib"=u.. ?% w" p"t:_::l sebuian

dihitung dari pajak yang krr;;;;iau terlambat dibayar untuk jangka

waktu paiing lama 24 (dua prrTrrn empat) bulan dihitung sejak saat

terutangnYa Pajak'

yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah
jumlah kredit Pajak
kredit Pajak.

Jumlah kekurangan Pajak
sebagaimana dimaksud Pada

yang terutang dalam SKPDKBT

J*r"trt huruf b d'ikenakan sanksi

9
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(4)

(s)

ad.ministratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari

jumiah kekurangan pajak tersebut'

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika

W":iU pajak -melaporkan sendiii sebelum dilakukan tindakan

pemeriksaan.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana d.imaksud

pada 
"V*t if ) 

frlrui a angka S) dikenakan sanksi administratif berupa

kenaikan sebesar zs% ldua puruh rlma persen) dari pokok pajak

ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen)

sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar

untuk jangka *r.it paling lama Z4 @ua puluh empat) bulan dihitung

sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 16

(1)SetiappembayaranpajaFdiberikantandabuktipembayarandan
d.icatat dalam buku Penerimaan'

(2\ Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayatT. q?' buku

penerimaan-fajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh BuPati.

Bagian Kedua
Tata Cara PembaYaran

Pasal 17

(1) Pembayaran pqak sesuai waktu yang ditentukan dalam smPD'

SKPDKB, SKPDKBT dan atau STPD'

t2lPembayaranpaja!seb*agaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukan
dengan menggunakan SSPD'

Pasal 18

Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan

yang ditentuka", a"p"t *.*U.rika, persetujuan kepada wajib pajak

untuk mengang"rr, "t"l.. 
menunda pembayaran pajak'

Angsuran pembayaran pajak dilakukan secara teratur dan berturut-

turut dengan aif.!"af.a., U.rrrg" 2o/o {dua persen) sebulan dari jumlah

pajak yang belum atau kurang bayar'

Penundaanpembayaranpajaksampaibataswaktuyan'gditentukan,
dikenakan bunga 2o/o ldua persen) sebulan dari jumlah pajak yang

belum atau kurang di baYar'

(u

{2\

(3)

Tata cara PembaYaran,
penundaan PembaYaran

Pasal 19

penyetoran, temPat
pajak diatur dengan

pembayaran, angsrtran, dan
Peraturan BuPati
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(1)

Bagian Ketiga
Surat Tagihan Pajak

Pasal 2O

Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

a.-'pajar< dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran

sebagai akibat salah tulis dan/atau saiah hitung'

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana

dimaksud pada #"t iU"fruruf . a"., huruf b ditambah dengan sanksi

administratif ber-Lpa'bunga sebesar 27o (dua persen) setiap bylan

.rr,t rf. paling lama 15 (lima-belas) bulan sejak saat terutangnya pajak'

Bagian Keempat
Penagihan Pajak

Pasal 21

surat Teguran atau surat peringatan atau surat iain yang sejenis

."U"S"i iwal tindakan pelaksariaan penagihan pajak dikeluarkan

7 tti.iufrt hari sejak saat jatuh tempo pembayaran'

Surat Teguran atau Surat Peringatan 19'. surat lain yang sejenis

.J"g.i*""na dimaksud pada "Via tfl dikeluarkan oleh Bupati'

(2\

(1)

(2)

ii)

(2)

Dasar penagihan
Surat KePutusan
Putusan Banding,
Peraturan Daerah

Penagihan Pajak
(satu) bulan sejak

PasaL 22

pajak adalah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT' STPD'

Plmbetulan, Surat Keputusan Keberatan' dan

yang mengalami penambahan jumlah berdasarkan

ini.

harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1

tanggal diterbitkan STPD'

(i)

(21

Pasal 23

Apabilajumlahpajakyangmllihharusd.ibayartidakdilunasidalam
jangka waktu ="Ur.g.i*aia ditentukan dalam Surat Teguran atau

Surat peringatar, .i., surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang

h.** dibayar ditagih dengan Surat Paksa'

pejabat menerbitkan Surat Paksa segera, setelah iewat 21 (dua puluh

satu hari sejak;;d"i surat Teguran atau surat Peringatan atau

Surat Lain Yang sejenis'

Bagian Kelima
PenYitaan

Pasal 24

(1)Apabilapajakyanqharusdibayartidakdilunasidalamjangkawaktu2
x24JamsesudahtanggalpenetapanyanFtercantumdalamSurat
paksa, pejabat dapat J"*;' *Jrr"r6itkan Surat Perintah
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Melaksanakan Penyegelan Tempat Usaha'

\2)ApabilamelewatibataswaktutanggalyalgditentukandalamSurat
perintah melaksanakan penyegela" i.uag"imana dimaksud pada ayat

(1), Wajib p;* masih^tid;k"melunasi pajak terutang yang harus

d.ibayar, maka pejabat Segera -m.',e'titk'.' Surat Perintah

Melaksanakan penyitaan puii""g lambat 1o (sepuluh hari). sesudah

tanggal pemberlakuan surat peJntah Melaksanakan Penyegelan'

(3) Obyek dari penyitaan -adalah 
barang Penanggung Pajak yang dapat

dijadikan jaminan Pajak'

Pasal 25

setelah diiakukan penyitaan dan wajib Paj-ak belum juga meluna.si utang

;;iil;y" setelah le,waiwaktu 10 (sepuluhfhari sejak tanggal pelaksanaan

surat perintah Melaksanakan penyiiaan, i'ej1b1t mengajukan permintaan

penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara'

Bentuk, jenis dan isi formulir
penagihan Pajak di.tetaPkan oleh

Setelah Kantor Lelang Negara
pelaksanaan Peielangan, juru
iertulis kePada Wajib Pajak'

Pasal 26

menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat

sita memberitahukan dengan segera secara

P*sal27
yang dipergunakan untuk pelaksanaan

Bupati.

(1)

Pasal 28

Bupatidapatmemberikaninsentifbagilnstansi.yangmelaksanakan
;;;;Ci;r, rr.irt berdasarkan pencapaian kinerja tertentu'

pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui Anggaran Pendaflatan dan Belanja Daerah'

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana

dimaksud. pada ** (i) airttrr dengan Peraturan Bupati'

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 29

wqiibPajakdapatmengajukankeberatanhanyakepadaBupatiatau
pejabat yang ditunjuk atas suatu:

a, SKPD;
c, SKPDKB;

{2)

(31

(1)

t2



t2\

(3)

d. SKPDKBT;
e. SKPDLB;
f. SKPDN.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas'

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

bulan sejak tanggal surat, tanggai pemotongan atau pemungutan

*"6"g"1*.na ainiitcsud pada "yit (1)f kecuali iika Wajib Pajak dapat

*"r,I":rkkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaannya'

Keberatan dapat diajukan apabila wajib Pajak telah membayar paling

""Jif.it 
sejumiah yang telah disetujui Wajib Pajak'

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratll sgbagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Lyat (a) tidak dianggap sebagai
^Surat 

Keberatan- sehingga tidak dipertimban gkan'

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau

;;j";;t'yang ditunjuk atau tanda pettgi.imtn surat keberatan melalui

surat pos tercatat sebagai tanda Uut<ti penerimaan surat keberatan'

Pasal 3O

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak

tanggal Surat Keieratan ditlrima harus memberi keputusan atas

keberatan Yang diajukan'

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya

atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang

terutang.

Apabilajangkawaktusebagaimanadimaksudpadaayat(1)telahlewat
dan Bupati tidak memberi iuatu keputusan, lieberatan yang diajukan

tersebut dianggaP dikabulkan'

Pasal 31

wajibPajakdapatmengajukanpermohonanbandinghanyakepada
p.lg"ailin pajak terhaJap keputusan mengenai keberatannya yang

ditetapkan oleh BuPati.

Permohonanbandingsebagaimanad.imaksudpadaayat(1)diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan y":.g jelas

dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima' dilampiri

salinari dali surat keputusan keberatan tersebut'

Pengaj uan permohonan banding menangguhkan kewaj iban membayar

pajak sampai J"rrfr, 1 (satu) Uirtan sejali tanggal penerbitan Putusan

Banding.

(4)

(s)

(6)

(1)

(2t

(3)

(i)

(2)

(3)
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(1)

{2)

(3)

(4)

(s)

Pasal 32

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan

sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan

dengan ditambah imbalan bunga ".t"""r 
2o/o (d:ua persen) sebulan

u"tit paling lama 24 (dua puluh empat) buian'

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak

bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB'

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian'

Wajib pajak dikenai sanlisi administratif berupa denda sebesar 5O%o

(lima prrtrrft persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan

keberatandikurangidenganpajak.yangtelahdibayarsebelum
mengajukan keberatan'

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Rerl9ho,n.an banding, sanksi

administratif berupa denda 
- Jebesar 50% (lima puluh persen)

-.U"g"i*ana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan'

Dalam hal permohonan band.ing ditolak- atau dikabulkan sebagian'

Wajib pajak dikenai sanksi admlnistratif berupa denda sebesar 100%

(seratuspersen}darijumlahpajaF.berd.asarkanPutusanBanding
dikurangi dengan pembayaran iajak yang telah dibayar sebelum

mengajukan keberatan.

BAB XII
PEMBETULAN, PEMBATALAN,- PET.Y$TGAN KETETAPAN' DAN

pENGHAPUdIN AIAU ppxciiner'rcAN sANKSI ADMII{ISTRATIF

Pasal 33

(1)AtaspermohonanWajibPajakataukarenajabatannya,KepalaDaerah
dapat membetulkan SKpo, srpnxB, SKPDKBT atau srpD yang dalam

penerbitannyaterd.apatkesalahantulisdan/ataukesalahanhitung
Zanlatau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah'

(2\ Bupati daPat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa

bunga, JJrrAt, dan tcen"aitt'n pajak yang terutang. menurut

peraturan perundang 
""J""gar,'perpaj"t "n daerah, dalam ha1

sanksi tersebut dikenatar, [rr.*L kekhilafan Wajib Pajak atau

bukan karena kesalahannYa;
b. mengurangkan atau *.rirbrtu.ik".r SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

atau STPD Yang tidak benar;
c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 

l

d'membatalkanhasilpemeriksaanatauketetapanpajakyang
dilaksanakan atau diierbitkan tidak ses,ai dengan tata cara yang

ditentukan; dan
e. **.rg'.rt*trgkan ketetapan pajak

pertiLban[an kemamPuan membaYar
tertentu objek Pajak'

terutang berdasarkan
Wajib Pajak atau kondisi

t4



t3)Ketentuanlebihlanjutmengenai-tata-carapenguranganatau
penghapusan sanksi administratif dan pengLrrangan atau

pembatalan'-ketetapan pajak sebagai.mana dimaksud pada ayat {2\

diatur d.engan Peraturan BuPati'

(1)

Pasal 34

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan-9u"

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD'
'Sf<pbfcil, SKpDKBT i*r, StpO sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini harus disampaikan secaralertulis oleh wajib Pajak kepada

Lrp"ti atau pejabat, selambat-lambatnya 3O (ti*a puluh) hari sejak

ianggal diterimlnya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan

memberikan alasan Yang jelas.

Bupati atau Pejabat dalam waktu paling !ama.3 (tiga) 9y1* *."J*k

*riu,t permohoian sebagaimana dimaksucl pada ayat (21 diterima,

sudah harus memberikan keputusan'

Apabila setelah lewat waktu 3 {tiga) bulan sebagaim?T.di*1ksud
p"a" ayat {3) p.rr'rb"t",rlan, pembati'1''t', pengurangan ketetapan dan

penghapusanataupengurangansanksiadministrasidianggap
dikabulkan.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK

Pasal 35

Wajibpajakdapatmengajukanpermohonanpengembaliankelebihan
p.i[uiyu.an pajat< t ep""a" Bupati atau pejabat secara tertulis dengan

menyebutkan sekurang-kurangnYa :

a. nama dan alamat wajib Pajak;
b. masa Pajak;
c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. alasan Yang jelas.

Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)

bulan sejak diterimanya permohonan pengembaiian kelebihan

pembayaran pajak sebi.gaimana dimaksud pada ayat (1)' harus

sudah memberikan kePutusan'

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilampaui,Bupatiataupejabattidakmemberikankeputusan'
permohonan pengemUalia,- lielebihan pembayaran pajak dianggap

dikabulkan dan skpor,g harus diterbitkan dalam waktu paling lama

1 (satu) bulan.

(2)

(3)

(1)

(2\

(s)

(4) Apabila wajib Pajak memPunYai
sebagaimana dimaksud Pada
untuk melunasi terlebih dahulu

utang pajak lainnya, kelebihan pajak

"vai lzi iangsung diPerhitungkan
utang pajak dimaksud'

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran p"i* dilakukan dalam waktu

paling lao,a 2 (dua) buian sejak diterUitkannya SKPDLB dengan

menerbitkan Suiat Perintah Membayar Kelebihan Pajak'
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(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pdak dilakukan

setelah iewat waktu 2 (dua) buian sejak diterbitkannya SKPDLB'

Bupati atau Pejabat memberikan imbaian bunga sebesar 2o/o (dua

p.[""f sebulan atas keterlambatan pembayaran pajak'

Pasal 36

Apabila kelebihan pembayaran..pajak diperhitungkan dengan utang

pajak lainnya ".u!g.m"rr. 
aimatsua dalam Pasal 35 ayat (4)

pembayarannya dilafukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti

i"*i"i"frbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran'

Tatacarapengembaliankelebihanpembayaranpajaksebagaimana
dimaksuddalamPasal35diaturdenganPeraturanBupati.

BAB XIV
I(EDALT'WARSA

Pasal 37

Hakuntukmelakukanpenagihanpajak'kedaluwarsasetelah
melampaui :"ns* ;"r.to s [ma1 iahun 

. 
terhitung sejak saat

terutangny* p*f"t, t tt"ii upuUitt wajib pajak melakukan tindak

pidana Ii bid".tg perpajakan daerah'

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh aPabila :

a. aiteiUitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau;

b. ada p".rg*t r*r. ,t"t'g*pajak dari Wajib Pajak baik larrgsung

maupun tidak langsung'

Dalam hal diterbitkan surat Teguran dan surat Paksa sebagaimana

dimaksud p.aa ffi-1i; rruruf"a, kedaluwarsa penagihan dihitung

;;j;t tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut'

Pengakuan utang Pajak ?*91" langsung.sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) iri*r-u 
-aJalah 

wajib pajak dengan kesadarannya

menyatakan masih mempuny*i *t""g eajak dan belum melunasinya

kepada Pemerintah Daerah'

Pengakuan utang secara tidak langsung. sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) h;"i b dapat diketahiri dari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan

oleh Wajib Pajak.

Pasal 38

Bupati berwenang menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang

pajak yang sudah-kedaluwars"' -J&;i*ana dimaks',rd daiam Pasal

39 ayat (1).

(1)

(2)

(i)

(2)

(3)

(4)

(s)

(1)
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(2\ Tata cara penghapusan-piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa

diatur dengan Peraturan BuPati'

BAB I(V
KETENTUAN KIIUSUS

(1)

Pasal 39

setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain s-egala

""-""arj 
y"r,* diketahrli atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib

pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan

ke te ntuan pe ratu"ran 
-p 

e.undan g-"'dangan pe rp aj akan daerah'

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku. juga

terhadap tenagJ ahli yang ditunjuk tl.f, erpati untuk membantu

dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (i)

dan ayat (2) adalah:
a.Pejabatdantenagaahliyangbertindaksebagaisaksiatausaksi

ahli dalam sidang Pengadilan;
b. pejabat dan/aia,I t rrJg, ahti yang d.itetapkan oleh Bupati untuk

memberikan keterangJn kepada pejabat lembaga negara- atau

instansi Pemerintah 
-yang u"t*"t *.rg melakukan pemeriksaan

dalam bidang keuangan daerah'

UntukkepentinganDaerah,Bupatiberwenangmemberitzir,tertulis
kepada pejabat iebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan-tenaga ahli

..["g"i*ana dimar<s"ua pada ayat (2), ,,g*r me*berikan keterangan'

memperlihatkan bukti tertutis dari atau tentang wajib Pajak kepada

pihak yang ditunjuk.

untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana

atau perdata, atas permintaan hakim iesuai dengan HyFY* Acara

pidana dan Huku* e.n"r" Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis

kepada pejabat **Utg^i*ana dimaksud.pad " ?y?' 
(1)' dan tenaga ahli

sebagaimana dimak"sud pada ayat ti), untuk memberikan dan

memperlihatkan bukti teriulis aan i<eterangan Wajib Pajak yang ada

padanYa.

Permintaanhakimsebagaimanadimaksudpadaayat(5)harus
menyebutkan nama tersai-rgka atau nama tergugat, keterangan yang

diminta, serta kaitan antara perkara_.pi$ana atau perdata yang

bersangkutan dengan keterangan yang diminta'

(2)

(s)

(4)

(s)

(6)

Pejabat Pegawai Negeri
Daerah diberi wewenang

BAB X\II
PENYIDII(AN

Pasal 4O

Sipil tertentu
khusus sebagai

di lingkungan Pemerintah
Penyidik untuk melakukan(1)
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(3)

penyidikantindakpidanadibidangperpajakanDe'erah,sebagaimana
iimatcsua dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana'

penyidik sebagaimana dimaksud pada arat (1) adalah pejabat

p"g"*"i ,r"g..i1ipil tertentu d-i lingkungan Pemerintah Daerah yang

iiangaat ol-eh p"3rU*t yang berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan'

WewenangPenyidiksebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalah:
a.menerima,mencari,mengumpulkan,danmenelitiketerangan

ataulaporanberkenaan-d'engantindakpidanadibidang
perpajakan Daerah agar keteiangan atau laporan tersebut

menjadi lebih lengkaP dan jelas;
b. *"rri1iti, t r*n.t.i, dan mengumpulkan keterangan mengenal

orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan d.engan tindak pid"ana perpajakan Daerah;

c. meminta keteranga"n dan f,ahan bukti dari orang pribadi. a,tau

Badan sehubungrn dengan tindak pidana di bidang perpajakan

Daerah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan

tindak pidana di bid'ang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeiedlrr^o untuk mendapatkan bahan bukti

pembuku"tr,-p"ifatatan, dan dokumen lain' serta melakukan

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikantindakpidanadibi'dangperpajakanDaerah;
g. L"ry.r..rh berhenti dan/atau melaiat'g seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan. sedang beriangsung

6an memeriksa idlntitas orang, benda, danlatau dokumen yang

dibawa;
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

perpajakan Daerah;
memanggiloranguntukdidengarketerangannyadandiperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

h.

j. menghentikan penyidikan; danlatau
k.melakukantindakanlainyangperluuntukkelancaran

penyidikantindakpidanaaiuiaangperpajakanDaerahsesuai
a"r!u.., ketentuan peraturan perundang-undangan'

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainyape"nyidikandan*"''yu*p4ls"hasilpenyidikannya
kepada Penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara

Republik indonesia, sesuai d.engan keientuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana'

1.

BAB X\fiI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

(1)WajibPajakyanqkarenakealpaannyatidakmenyampaikanSPTPD
atau *"rrgiJi 

- 
i"rrg*r, tidak benar atau tidak lengkap atau

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan

keuangan Daerah dapat dipidlna dengan pidana kurungan paling

18



lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 42

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak
atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau
berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 43

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yarrg karena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat {21 dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp a.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan
sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4O ayat (1) dan ayat (21 dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp 1 0.O00. 0O0,0O (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (21Pasal ini, hanya dilakukan atas pengaduan orang yang
ke rahasiaannya dilan ggar.

(a) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Pasal ini, sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan
pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu
dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 44

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dan Pasal 44 ayat (1) dan
ayat (21 merupakan penerimaan negara.

BAB X1IIII
KETENTUAN PERALITHN

Pasal 45

Segala beban biaya terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini
ditetapkan dalam APBD.
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BAB 
'(DI(

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-halyangbelumdiaturdalamPeraturanDaerahini,
;;";.;; pe"laksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan

Bupati.

sepanJang
Peraturan

Pasal 47

Peraturan Daerah ini

Agar setiaP orang
Peraturan Daerah ini
Kabupaten Balangan.

mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 5 Maret 2Ol2
BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggai 5 Maret 2A12
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATBN BALANGAN
?AHUN 2OL2 NOMOR 16

SCSLlAl dengan aslinya.
ukum Setda Kab. Balangan,

h;m,

PARIN, SH
.r (rv/b)

6i1019 799203 1 002
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